INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

TUGAS PERTAHANAN SIPIL
DALAM PENGAMANAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: 
a. bahwa sehubungan dengan agenda reformasi, maka Pemilihan Umum dipercepat pelaksanaannya pada tahun 1999:

b. bahwa Pemilihan Umum akan diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia;

c. bahwa Pertahanan Sipil yang mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran roda pemerintahan dan ketertiban serta keamanan umum, perlu ditugasi untuk membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu petunjuk yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);

5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor : KEP/37/XI/1975

Nomor : 240A Tahun 1975 tanggal 4 Nopember 1975
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan HANSIP WANKAMRA.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 1999 tentang Program Kerja dan jadwal Waktu Penyelenggaran Pemilihan.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 1999 tentang Jadwal Waktu Tahapan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia.

2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II se Indonesia.

Untuk:

PERTAMA: 
Memerintahkan Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi/Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya untuk melaksanakan tugas Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran lnstruksi ini.

KEDUA :
Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pertahanan Sipil dalam membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Daerahnya.

KETIGA:
Melaporkan pelaksanaan tugas Pertahanan Sipil dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang.

KEEMPAT: 
Ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan Instruksi ini.

KELIMA:
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEENAM:
Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KETUJUH : 
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 8 April 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID
Tembusan

1. Ketua Mahkamah Agung.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

3. Ketua Kondisi Pemilihan Umum.

4. Menteri Kehakiman.

5. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. PERKEMBANGAN SITUASI MENJELANG PEMILU 1999.

Dengan begulirnya era refonnasi dan disepakatinya agenda reformasi yang harus dilaksanakan, berbagai kegiatan masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan di segala segi kehidupan antara lain :

1. Pancasila tidak lagi diterima sebagai satu-satunya azas partai politik dan organisasi kemasyarakatan melainkan dijadikan Dasar dan Ideologi Negara.

2. Dengan disepakatinya Pancasila tidak lagi sebagai satu-satunya azas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, maka berdiri partai-partai baru yang menganut berbagai aliran/asas ciri.

3. Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak puas dengan hasil-hasil Sidang Istimewa MPR 1998, dan mengancam akan menyelenggarakan Pemilu tandingan apabila Pemilu yang diselenggarakan Pemerintah dianggap tidak jujur dan adil. Penyampaian ketidakpuasan tersebut banyak yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, sehingga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4. Timbulnya berbagai kerusuhan yang memanfaatkan unsur SARA dan gangguan keamanan di berbagai kota yang sangat meresahkan masyarakat.

5. Naiknya harga beberapa komoditas sembilan bahan pokok yang sangat mernberatkan masyarakat dan sampai saat ini belum teratasi, hal ini menambah kesenjangan sosial dalam masyarakat dan mengakibatkan benturan-benturan sosial yang sulit dihindarkan sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan disintegrasi bangsa.

C. Maksud dan Tujuan.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman bagi jajaran HANSIP dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilu 1999.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan langkah serta tindakan dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu 1999 secara berdayaguna dan berhasilguna.

D. Ruang Lingkup.

Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur tugas HANSIP dalam Kelompok Pelaksana Pemungutan suara (KPPS) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi TPS, dan membantu pengamanan penyerenggaraan Pemilu 1999, dengan memperhatikan kondisi aktual perkembangan lingkungan dan kebijaksanaan pengamanan secara umum.

II. TAHAPAN KEGIATAN PENYELENGGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999.

A. Tahap I :
Persiapan

2 Pebruari-31 Maret 1999

B. Tahap II :
Pendaftaran Pemilih


4 April 1999 – 4 Mei 1999

C. Tahap III :
Penetapan Jumlah Anggota DPR/DPRD I, DPRD II berdasarkan jumlah penduduk untuk masing-masing Daerah Pemilihan.


3 April 1999 – 4 April 1999

D. Tahap IV :
Pencalonan Anggota DPR, DPRD I, DPRD II.


5 April 1999 – 27 April 1999

E. Tahap V :
Kampanye Pemilihan Umum


19 Mei 1999 – 4 April 1999

F. Tahap VI :
Masa Tenang


5 Juni – 6 Juni 1999

G. Tahap VII :
Pemungutan/Pemberian dan Penghitungan Suara


7 Juni – 21 Juni 1999

H. Tahap VIII :
Penetapan Hasil Pemilihan Umum 1999


28 Juni – 8 Juli 1999

I. Tahap IX :
Penetapan dan Pemberitahuan kepada calon Terpilih


12 Juli – 21 Juli 1999

J. Tahap X :
Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II.


26 Juli – 1 Oktober 1999

III. TUGAS DAN PENGORGANISASIAN HANSIP.

A. 
Tugas HANSIP dalam Pengamanan Pemilu.

Jajaran HANSIP menyelenggarakan pengamanan Pemilu 1999 pada semua tahap Pemilu di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan cara :

1.
Membantu Ketua KPPS menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
2.
Membantu POLRI berpatroli diwilayah Ternpat Pemungutan Suara (TPS).
3.
Menyiapkan kekuatan setiap HANSIP di tingkat Desa./Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kotamadya.
4.
Membantu Kepala Wilayah menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.

B.
PENGORGANISASIAN

Untuk melaksanakan tugas HANSIP pada angka III huruf A diatas, pengorganisasian HANSIP disusun sebagai berikut :

1.
Tingkat Desa/Kelurahan.

a.
Disiapkan 2 (dua) orang HANSIP berkualifikasi LINMAS untuk tiap TPS, dan tugasnya diatur oleh Ketua KPPS.
b.
Disiapkan 10 (sepuluh) orang atau satu regu HANSIP berkualifikasi LINMAS untuk tiap Desa./Kelurahan untuk membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban di wilayahnva.

2.
Tingkat Kecamatan

a.
Di setiap Kecamatan disiapkan 31 (tiga puluh satu) orang atau satu peleton HANSIP berkualifikasi LINMAS untuk membantu Kepala Kecamatan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya.
b.
Di setiap POLSEK disiapkan 10 (sepuluh ) orang atau satu regu HANSIP berkualifikasi KAMRA sebagai tenaga cadangan di Bawah Kendali Operasi (BKO) KAPOLSEK.

IV. PELAKSANAAN
A. 
Dalam Pelaksanaan Pengamanan Pemilu 1999, HANSIP melaksanakan tugasnya sesuai dengan tahapanya itu sbb :

1. Tahap I : 2 Pebruari 1999 - 31 Pebruari 1999 Persiapan.

a. Ancaman Faktual :

Demonstrasi/unjuk rasa karena ada partai yang tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

b. Tindakan pengamanan:

1)
HANSIP melakukan pengamatan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
2)
Melaksanakan tindakan awal terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban (tramtib), sehingga tidak berkembang menjadi gangguan tramtib yang dapat menghambat, mengganggu dan menggagalkan penyelenggaraan Pemilu 1999.

2. Tahap II : 4 April 1999 - 4 Mei 1999 Pendaftaran Pemilih :

a. Ancaman Faktual.

1) Gangguan fisik terhadap panitia pendaftaran pemilih.
2) Memberikan keterangan tidak benar untuk mendapatkan hak pilih.

3)
Intimidasi/teror/sabotase/unjuk rasa.

b. Tindakan pengamanan.

Melaksanakan tindakan awal terhadap kemungkinan timbulnya gangguan tramtib di lingkungan masing-masing dan melaporkan secara cepat dan berjenjang.

3. Tahap III : 3 April - 4 April 1999 Penetapan jumlah Anggota DPR, DPRD I, DPRD II.

Kegiatan.

Siaga untuk selalu siap melaksanakan tugas atas perintah pengguna.

4. Tahap IV : 5 April - 27 April 1999 Pencalonan Anggota DPR, DPRD I, DPRD II.

a. Kegiatan.

Siaga untuk melaksanakan tugas atas perintah pengguna.

b. Ancaman Faktual.

1) Intimidasi/ tenor / sabotase/ selebaran gelap/demonstrasi.

2) Pemalsuan biodata calon.

3) Peningkatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Tahap V : 19 Mei - 4 juni 1999 Kampanye Pemilu.

a. Kegiatan.

HANSIP melaksanakan tugas membantu pengamanan Pemilu dan diperbantukan dalam pengamanan kampanye Pemilu sesuai dengan permintaan Kapolri/yang membutuhkan.

b. Ancaman Faktual.

1)
Pencabutan/pembakaran/pelecehan tanda gambar peserta Pemilu.
2)
Pengacauan/ perkelahian/ penjarahan dan pembakaran.
3)
Timbulnya selebaran gelap/teror mental.
4)
Peningkatan gangguan tramtib.
5)
Kampanye dan pemasanganta nda gambar yang tidak sesuai aturan.

c. Tindakan Keamanan.

HANSIP membantu POLRI dalam mengamankan kampanye Pemilu sesuai dengan tugasnya.

6. Tahap VI : 5 juni - 6 juni 1999 Masa Tenang.

a. Kegiatan

1) Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2) Mengawasi dan menjaga keamanan TPS.

3) Menertibkan wilayah di lingkungan TPS sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Ancaman Faktual.

1) Usaha-usaha pengrusakan TPS.

2) Adanya Kampanye Ilegal.

3) Intimidasi dan teror.

7. TahapV II : 7 - 21 juni 1999 Pemungutan/Pemberian dan Penghitungan Suara di TPS.

a. Kegiatan.

1) Pengawalan Kotak Suara

a) Sebelum berangkat untuk pengawalan kotak suara HANSIP yang akan bertugas di TPS dilengkapi dengan surat tugas dan kelengkapan lainnya.
b)
Setelah tiba di tempat penyimpanan kotak suara (Kantor Desa/Kelurahan) agar melakukan pengecekan keutuhan kotak suara dengan petugas di Desa/Kelurahan. Bila terdapat kerusakan segera melapor kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan penggantian.
c)
HANSIP mengawal (tidak membawa) pengambilan kotak suara dengan memperhatikan taktik dan teknik mengawal, dari tempat penyimpanan (Kantor Desa/Kelurahan) sampai ke TPS.

2) Pengamanan dan Penertiban di TPS.

a)
Sebelum Pemungutan Suara dimulai, HANSIP bersama-sama Ketua dan Anggota KPPS serta,saksi yang hadir melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan di sekelilingnya.
b)
Menjaga ketentraman dan ketertiban para pemilih di tempat yang ditentukan.
c)
Mempersilakan para pemilih yang akan masuk ke TPS, dan menerima titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam dan barang-barang lainnya yang tidak boleh dibawa ke dalam TPS, kemudian setelah melaksanakan hak pilihnya, mempersilakan untuk meninggalkan TPS serta mengambil barang titipannya.
d)
HANSIP yang bertugas di TPS melaksanakan hak pilihnya, setelah seluruh pemilih, Ketua dan Anggota KPPS serta para saksi melaksanakan hak pilihnya.
e)
Menjaga agar penyelenggaraan pemungutan suara berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
f)
Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di TPS, atas perintah Ketua KPPS, HANSIP melakukan pengamanan dengan langkah sebagai berikut :

(1)
Membantu menghentikan sementara kegiatan pelaksanaan pemungutan suara atas perintah Ketua KPPS, mengamankan TPS, menjaga ketertiban dan menenangkan para Pemilih selama kegiatan terhenti.
(2)
Segera mengatasi gangguan keamanan yang terjadi bersama anggota KPPS dibawah koordinasi Ketua KPPS.
(3)
Apabila gangguan tersebut tidak dapat diatasi, sesuai petunjuk Ketua KPPS segera meminta bantuan aparat POLRI.
(4)
Menyerahkan pengganggu ketentraman dan ketertiban kepada POLRI.
(5)
Apabila terjadi gangguan bencana alam dan bencana lainnya pada saat pemungutan suara, membantu Ketua dan Anggota KPPS lainnya menyelamatkan alat-alat perlengkapan pemungutan suara, surat suara, dan dokumen-dokumen lainnya.

3). Kegiatan Pada Tahap Penghitungan Suara :

a. Kegiatan.

a) 
HANSIP mengatur ketertiban para pemilih yang akan menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
b)
Setelah selesai penghitungan suara, hasilnya dimasukkan ke Kotak Suara oleh Ketua KPPS, selanjutnya HANSIP mengawal Kotak Suara dari TPS ke Ketua PPS di Kantor Desa/Kelurahan.

b. Ancaman Faktual.

1)
Pengrusakan tanda gambar.
2)
Kerusuhan Massa.
3)
Pengrusakan TPS/Kotak Suara/Dokumen
4)
Gerakan terselubung dari peserta Pemilu.

c. Tindakan Pengamanan.

1)
Mengamankan kegiatan-kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara.
2)
Membantu POLRI menanggulangi setiap gangguan yang menghambat, mengganggu dan menggagalkan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara.
3)
Pengamanan wilayah/kota dari kemungkinan timbulnya kerusuhan massa.

8.
Tahap VIII : 28 Juni - 8 Juli 1999 Penetapan Hasil Pemilihan Umum

a. Kegiatan.

HANSIP membantu mengamankan proses penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Angggota DPR, DPRD I dan DPRD II.

b. Ancaman faktual.

1) Penolakan hasil Pemilu oleh Partai Peserta Pemilu.
2) Gerakan terselubung peserta Pemilu.
3) Adanya provokasi terhadap hasil Pemilu.

c. Tindakan Pengamanan.

1)
Membantu pengamanan hasil Pemilu dengan meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.
2)
Membantu menanggulangi setiap gangguan yang ditujukan untuk menghambat, mengganggu dan menggagalkan penetapan hasil Pemilu.
3)
Membantu POLRI dalam mengamankan kantor KPU; PPI, PPD I/PPD II dan pengamanan gedung DPR RI, DPRD I/II

9.
Tahap IX : 12 Juli - 21 Juli 1999 Penetapan dan Pemberitahuan kepada Calon Terpilih.

a. Kegiatan.

Hansip membantu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

b. Ancaman Faktual.

1) Adanya unjuk rasa dan teror.

2) Penolakan calon-calon terpilih.

3) Upaya menghambat penyampaian surat-surat pemberitahuan.

10.
Tahap X : 26 Juli - 1 Oktober 1999, Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPR/MP&R, DPRD I, DPRD II.

a. Kegiatan.

HANSIP membantu mengamankan proses pengucapan sumpah/ janji anggota MPR/DPR DPRD I dan DPRD II hasil pemilihan Umum Tahun 1999, di wilayah masing-masing.

b. Ancaman faktual.

1)
Timbulnya selebaran gelap/terror mental dan kegiatan sabotase lainnya.
2)
Kerusuhan massa.

c. Tindakan Pengamanan.

1)
Membantu pengamanan kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II.
2)
Membantu mengamankan setiap gangguan yang ditujukan untuk menghambat, mengganggu dan menggagalkan pengucapan sumpah /janji DPR/DPRD I & II.
3)
Membantu pengendalian dan penindakan aksi massa yang melanggar ketentuan yang berlaku.

D. Koordinasi dan Pengendalian.

1.
Penyerahan HANSIP dari Gubernur KDH Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II kepada POLRI dan kepada KOTER/KODIM dilaksanakan secara resmi denqan berita acara penyerahan/pengembalian .
2. HANSIP berkualifikasi Linmas dikendalikan oleh Kepala Wilayah, HANSIP berkualifikasi KMARA di BKO kan kepada POLRI, HANSIP berkualifikasi WANRA di BKO kan kepada KOTER.
3. Santunan/penghargaan bagi HANSIP yang cacat atau gugur dalam menjalankan tugas Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 1999, menjadi tanggung jawab Kepala Wilayah sesuai kemampuan APBD.
4. Komunikasi untuk pelaksanaan tugas pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 1999, menggunakan sarana komunikasi yang dimiliki Instansi di Daerah.
5. Setiap penugasan Anggota HANSIP dalam pengamanan Pemilu tahun 1999 dilengkapi dengan surat tugas, atribut dan perlengkapan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
Setelah selesai seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, semua potensi HANSIP WANKAMRA dikembalikan pada kedudukan dan tugas semula melalui berita acara penyerahan kembali dari pengguna kepada Kepala Wilayah.
7.
Selama melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 1999 HANSIP WANKAMRA menggunakan Pakaian Seragam Pertahanan Sipil sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil.

V. PEMBIAYAAN
A. Biaya petugas HANSIP di TPS dibebankan pada Anggaran Pemilu 1999 (APBN).
B. Biaya operasional yang diperlukan dalam penugasan HANSIP kepada POLRI dan KOTER menjadi tanggung jawab pengguna dan berpedoman pada Keputusan Bersama MENHANKAM/PANGAB dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Keg/37/XI/1975 tanggal 4 Nopember 1975

240 ATahun 1975

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan HANSIP WANKAMRA.

VI. PENUTUP.

A. Petunjuk Pelaksanaan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
B.
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, agar diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI.
ttd.

SYARWAN HAMID

